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Abstract: The aim of this article is to discover the definition and 
concept of istihsan according to al-Sha>t}iby. It also highlights the 
objective of al-Sha>t}iby’s renewal of Islamic law with istihsan as 
one of his methods. According to him, istihsan is the 
abandonment of legal ruling arrived at by conventional 
evidence and the adoption of an alternative ruling derived from 
inferior evidence. On the other word, it is putting forward 
specific welfare at the expense of qiyas or conventional 
evidence because harms will certainly be inflicted whenever 
qiyas or conventional evidence is observed. Meanwhile, 
renewal of Islamic law simply means a movement to exercise 
ijtihad to produce legal rulings capable of answering the 
problem posed by the modern science and technology. It tries at 
its best to realize the objectives of Islamic law so that it answer 
the problems of ever-changing society. In so doing, there is 
relevance between the concept of istihsan and the renewal of 
Islamic law, especially in the aspect of maqa>s}id al-shari>‘ah. 
 




Sumber ajaran Islam yang pertama adalah al-Qur’an, di 
mana merupakan wahyu yang diturunkan kepada nabi 
Muh}ammad saw tidak sekaligus, tetapi dengan cara berangsur-
angsur. Dimulai di Mekkah dan disudahi di Madinah. Atas 
dasar wahyu inilah Nabi meyelesaikan persoalan-persoalan yang 
timbul dalam masyarakat Islam ketika itu. Sedangkan sumber 
hukum kedua adalah hadis nabi Muhammad saw. 
Ternyata tidak semua persoalan yang timbul dapat 
dikembalikan kepada al-Qur’an dan hadis Nabi secara eksplisit. 
Untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dijumpai dalam 
kedua sumber itu, para ulama melakukan ijtihad pula. 
Selanjutnya, dikarenakan wahyu tidak turun lagi dan Nabi 
tempat bertanya pun sudah wafat, sehingga tidak ada suatu batu 
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penguji yang kuat untuk menyatakan benar atau tidaknya hasil 
ijtihad itu, maka untuk mengatasinya dipakai ijma’.  
Kondisi seperti inipun tidak bisa dipertahankan ketika 
kekuasaan Islam semakin bertambah luas. Dengan tersebarnya 
para ulama, ijma‘ tidak mungkin dilakukan lagi. Akhirnya, 
masing-masing ulama melakukan istinba>t} hukum sendiri. Lalu 
lahirlah bermacam-macam metode istinba>t}, seperti qiya>s , istih}sa>n, 
istis}h}a>b, ‘urf, istis}la>h}, dan shar‘ man qablana. Metode-metode 
istinba>t hukum itu selanjutnya menjadi obyek kajian ilmu usul  
fikih.1  
Metode-metode istinba>t} hukum itu, dalam ilmu usul  
fikih pembahasannya dikelompokkan bersama-sama dengan al-
Qur’an dan Sunnah dan dinamakan dengan al-adillah al-shar’i>yah 
(dalil-dalil syariat).2 Pengelompokan ini sebenarnya kurang 
tepat, karena ada perbedaan antara al-Qur’an dan Sunnah di 
satu pihak dengan metode-metode istinba>t} hukum  itu di pihak 
lain. Al-Qur’an dan Sunnah merupakan sumber hukum, 
sedangkan qiya>s, istih}sa>n, istis}h}a>b, dan lain-lainnya merupakan 
cara-cara yang ditempuh oleh para mujtahid dalam menetapkan 
hukum guna mendapatkan hukum yang sesuai dengan 
kehendak al-Qur’an dan Sunnah. Barangkali lebih tepat kalau al-
Qur’an dan sunnah dinamakan sumber hukum, sedangkan qiya>s, 
istih}sa>n, istis}h}a>b, dan lain-lainnya disebut metode istinba>t} hukum.  
                                                        
1Ilmu usul fikih adalah ilmu yang menjelaskan metode-metode yang 
digunakan oleh para imam mujtahid dalam mengistinba>t}kan dan mempelajari 
hukum-hukum agama dari nas}s}-nas}s} dengan mengeluarkan “illat-illat” yang 
ditegakkan hukum atasnya dan menyentuh maslahah-maslahah yang 
dikehendaki oleh syara’ dan diisyaratkan oleh al-Qur’an serta dijelaskan atau 
ditunjukkan oleh sunnah Nabi. Dengan kata lain, Ilmu usul fikih adalah 
kumpulan kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang metode-metode 
mengeluarkan hukum dari sumber-sumber hukum, baik metode itu bersifat 
lafz}y –seperti mempelajari petunjuk-petunjuk lafaz}-lafaz} (dila >lah al-alfa>z} al-
shar’iyyah) kepada pengertian-pengertiannya, metode mengistinba>t}kan 
hukum-hukum dari petunjuk lafaz}-lafaz} itu, dan cara mengompromikan 
dila>lah al-alfa>z } ketika bertentangan pada lahirnya atau berbeda masanya– 
maupun bersifat ma’nawy -seperti mengeluarkan ‘illat-‘illat dari nas}s}-nas}s} dan 
menggeneralisasikannya. Lihat Muh}ammad Abu> Zahrah, Us}u>l al-Fiqh (Beirut: 
Da>r al-Fikr al-‘Araby, tt.), h. 3. 
2Muh}ammad Mu>sa> Tiwa>na>, al-Ijtiha>d (Beirut: Da>r al-Kutub al-H{adi>thah, 
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Istih}sa>n menurut bahasa berarti “menganggap baik”.3 
Abu> H{ani>fah banyak menetapkan hukum dengan istih}sa>n, tetapi 
tidak pernah menjelaskan bagaimana maksud daripada istih}sa>n 
itu. Ketika menetapkan suatu hukum dengan cara istih}sa>n, Abu> 
Hani>fah mengatakan, “Astah}sin.”4 Artinya, saya menganggap 
baik. Penetapan hukum dengan istih}sa>n ini diikuti pula oleh para 
sahabat dan pengikut Abu> Hani>fah. Oleh karenanya, dalam 
sejarah usul fikih, H}anafiyyah dikenal sebagai golongan yang 
memakai istih}sa>n sebagai salah satu metode istinba>t} hukum.  
Al-Sha>fi’iy menolak istih}sa>n karena memandangnya 
sebagai cara istinba>t} hukum dengan hawa nafsu dan mencari 
enaknya saja. Dalam hal ini, Al-Sha>fi’iy berkata, “Siapa yang 
melakukan istih}sa>n berarti dia telah membuat-buat syariah.”5 
Penolakan al-Sha>fi’iy itu tentu besar pengaruhnya di kalangan 
masyarakat Islam yang banyak menganut mazhab al-Sha>fi’iy, 
seperti Indonesia.6  
Ma>likiyyah dikenal sebagai golongan yang memakai 
istis}h}a>b sebagai salah satu metode istinba>t} hukum. Selain istis}h}a>b, 
Ma>likiyyah juga disebut-sebut sebagai golongan yang berpegang 
pada istih}sa>n. Imam Ma>lik sendiri mengatakan bahwa 90% ilmu 
terdapat dalam istih}sa>n.7  
Salah satu ulama usul fikih yang terkenal dari golongan 
Ma>likiyyah yang menggunakan dan mengembangkan konsep 
istih}sa>n adalah Imam al-Sha>t}iby. Dia mendefinisikan istih}sa>n 
dengan 
    كُلِّي دليلٍ مقَابلَة في جزئية صلَحةبِم االَخذُ
Memberlakukan kemas}lah}ahan juz’iy ketika berhadapan dengan 
kaidah umum.8 
                                                        
3‘Abd al-‘Azi>z Ibn Abd al-Rah}ma>n ibn ‘Aly al-Rabi>‘ah, Adillat al-Tashri>‘ 
al-Mukhtalaf fi> al-Ih}tija>j biha> (Beirut: Da>r al-Fikr, 1979), h. 155. 
4Muh}ammad Abu> Zahrah, Abu> H {ani>fah: H{aya>tuh wa ‘Ashruh Ara >’uh wa 
Fiqhuh (Beirut: Da>r al-Fikr al-‘Araby, 1974), h. 301. 
5Al-Sha>fi’iy, al-Risa>lah (Beirut: Da>r al-Fikr, tt.), h. 220:.  7 
6Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, jilid 2 (Jakarta: 
UI. Press, 1978), h. 17. 
7Al-Sha>t}iby, al-I’tis}a >m (Beirut: Da>r al Ma’rifah, 1913), h. 638. 
8Al-Sha>t}iby, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Shari>‘ah, Jilid 1 dan 4 (Beirut: Da>r al-
Ma’rifah, 1975), h. 27 dan h. 562. Lihat juga Al-Sha>t}iby, al-I’tis}a >m, h. 639. 
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Sebagai contoh adalah dalil umum melarang melihat 
aurat seseorang, tetapi bila dalil ini tetap diberlakukan sampai 
melarang melihat aurat seseorang dalam pengobatan, maka hal 
itu mengakibatkan hilangnya kemaslahahan yang ingin 
diwujudkan oleh dalil itu, karena dalil umum itu ingin 
memelihara kemaslahah yang tah}si>ni>yah (pelengkap). Larangan 
melihat aurat dalam pengobatan menghilangkan kemaslahahan 
yang pokok (d}aru>riyyah), karena dengan tidak mengadakan 
pengobatan akan mengakibatkan kematian atau hilangnya salah 
satu anggota badan atau hilang manfaatnya. Dasar memelihara 
jiwa adalah pokok, sedangkan memelihara pandangan adalah 
pelengkap bagi yang pokok, maka pelengkap itu tidak perlu 
dipertahankan. 
Pembaharuan dalam Islam berarti pikiran, gerakan, dan 
usaha menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam dengan 
perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi modern.9 Sedangkan hukum Islam 
yang dimaksud di sini adalah hukum Islam kategori fikih yang 
merupakan hasil ijtihad para ulama. Bukan hukum Islam 
kategori syariah. 
Penalaran hukum dengan metode istih}sa>n ini didasarkan 
pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan 
Allah swt untuk mengatur perilaku manusia, sehingga pasti ada 
alasaan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Allah tidak 
menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia, tanpa 
tujuan apa pun. Secara umum tujuannya kemaslahan manusia di 
dunia dan di akhirat. Sedang secara lebih khusus, setiap perintah 
dan larangan mempunyai alasan logis dan tujuan masing-
masing, di mana sebagian disebutkan langsung dalam al-Qur’an 
atau hadis, namun sebagian lagi diisyaratkan saja atau perlu 
perenungan dan pemikiran terlebih dahulu.10   
Penalaran hukum dengan metode istih}sa>n, terutama yang 
diformulasikan oleh al-Sha>t}iby, sangat memperhatikan segi 
                                                        
9Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h.11-12. 
10Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’la>m, al-Muwaqqi’i>n, juz I (Beirut: Da>r al-Fikr, 
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tujuan hukum yang hendak dicapai untuk kepentingan umat 
manusia. Hal ini sangat sesuai dengan keadaaan masyarakat 
yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Namun, apakah penalaran hukum 
dengan istih}sa>n itu demikian longgarnya, dalam arti tidak ada 
persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana yang dikritik oleh 
al-Sha>fi’iy. Juga, apakah semua masalah bisa diselesaikan 
dengan istih}sa>n? 
 
B. Arti dan Tujuan Pembaharuan Hukum Islam 
 
Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam ialah 
koleksi daya upaya para fukaha dalam menerapkan syariah 
Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.11 Sejalan dengan 
kajian usul fikih, hukum Islam terbagi menjadi dua. Pertama, 
hukum Islam kategori syariah, dan kedua, hukum Islam kategori 
fikih.  
Syariah, menurut Satria Effendi M. Zein,12 adalah al-
nus}u>s} al-muqaddasah (nas}-nas} yang suci) dalam al-Qur’an dan al-
sunnah al-mutawa>tirah (hadis mutawa>tir). Syariah adalah ajaran 
Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh daya nalar 
manusia. Syariah adalah wahyu Allah secara resmi, yang justru 
itu ia tetap, tidak bisa berubah dan tidak boleh berubah.  
Adapun fikih dalam istilah usul fikih ialah pemahaman 
atau apa yang dipahami dari al-nus}u>s } al-muqaddasah itu. Fiqh 
apabila diartikan sebagai “pemahaman” berarti proses 
terbentuknya hukum melalui daya nalar, baik secara langsung 
dari wahyu yang memerlukan daya pemahaman, maupun 
secara tidak langsung. Fikih dalam pengertian ini sama dengan 
istilah ijtihad. Adapun fikih apabila dikaitkan dengan hasil 
pemahaman tersebut, maka ia berarti hukum Islam yang 
mengandung ciri intelektual manusia. 
                                                        
11Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 
1988), h. 44. 
12Satria Effendi M. Zein, “Mazhab-Mazhab Fiqh sebagai Alternatif”, 
Dalam Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Putra 
Harapan, 1990), h. 312. 
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Agar lebih jelas tentang hukum Islam kategori syariah 
dan kategori fikih ini perlu dibahas sedikit mengenai sejarah 
hukum Islam yang dalam usul fikih dikenal dengan istilah Ta>ri>kh 
al-Tashri>‘ al-Isla>my. Sejarah hukum Islam dapat dibagi ke dalam  
lima periode, yaitu periode rasul, periode sahabat, periode 
tadwi>n dan imam mujtahid, periode taqli>d, dan periode 
pembaharuan hukum Islam.13    
Setelah Nabi wafat, para ulama sahabat menafsirkan 
ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis tersebut dan melakukan 
istinba>t} hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak 
disebutkan oleh nas}s}.14    
Ada tiga kondisi yang mendorong para ulama dari 
kalangan sahabat untuk melakukan tugas tersebut. Pertama, 
karena tidak semua orang mampu merujuk kepada al-Qur’an 
dan hadis dan memahami hukum-hukum yang ditunjukinya, 
karena di kalangan mereka ada orang awam yang tidak mampu 
memahami nas}s} kecuali dengan meminta bantuan sahabat yang 
ahli. Kedua, ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis tidak tersebar 
secara merata di antara mereka, karena nas}s}-nas}s} al-Qur’an pada 
masa-masa awal kerasulan ditulis pada lembaran-lembaran 
khusus dan dihafal di rumah Rasul dan di rumah beberapa 
sahabat. Sedangkan sunnah pada dasarnya tidak tertulis. Ketiga 
ialah karena al-qa>nu>n al-asa>sy menshari>‘atkan hukum-hukum bagi 
peristiwa-peristiwa dan persoalan-persoalan yang terjadi waktu 
pensyari‘atan. Al-Qa>nu>n al-Asa>si> tidak menshari>‘atkan hukum-
hukum terhadap hal-hal yang kemungkinan akan terjadi. 
Padahal kaum muslimin banyak menghadapi masalah-masalah 
baru yang tidak ada pada masa Nabi dan tidak ditemui pada 
nas}s }-nas}s} al-Qur’an dan hadis yang menjelaskan hukumnya.15 
Setelah masa sahabat, sejak awal abad kedua sampai 
pertengahan abad keempat Hijriah, yaitu selama hampir 250 
tahun, hukum Islam memasuki periode tadwi>n dan imam-imam 
                                                        
13‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, Khula>s}ah Ta>ri>kh al-Tashri>‘ al- Isla>my (Beirut: 
Da>r al-Fikr, 1968), h. 23. 
14Muhammad Aly al-Sa>yis, Ta>ri>kh al-Fiqh al-Isla>my (Mesir: Maktabah wa 
Mat}ba’ah, tt.), h. 36. 
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mujtahid. Masa tersebut dinamakan periode tadwi>n dan imam-
imam mujtahid karena dua sebab. Masa ini merupakan masa 
keemasan hukum Islam. Pada masa ini hukum Islam tumbuh, 
berkembang, dan menghasilkan materi-materi hukum yang 
memperkaya negara Islam dengan hukum-hukum dalam 
berbagai bidang, bermacam-macam keadaaan, dan berbagai 
kemaslahahan. Dan pada periode ini pulalah timbulnya mazhab-
mazhab fiikh.16  
Setelah itu, yakni sejak pertengahan abad keempat 
Hijriyah, hukum Islam mengalami periode taqli>d. Pada masa itu 
kegiatan Islam terhenti, kebebasan berfikir para ulama sudah 
tidak ada lagi. Para ulama tidak lagi mengambil hukum Islam 
dari sumbernya, al-Qur’an dan hadis. Mereka lebih senang 
bertaqli>d dan mengikuti fikih imam-imam pendahulu. 
Kemampuan akal hanya mereka batasi pada mempelajari 
mazhab imam-imam tersebut. Mereka mengharamkan dirinya 
keluar dari batasan itu. Mereka berusaha memahami lafaz}-lafaz} 
dan ‘iba>rah-’iba>rah imam-imam mereka, bukan berusaha 
memahami nas}s}-nas}s } syariah dan prinsip-prinsipnya yang 
umum. Mereka telah melupakan ijtihad. Bahkan mereka sampai 
mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup.17     
Gerakan mendobrak taqli>d dan menghidupkan kembali 
ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan 
pembaharuan hukum Islam, sebab gerakan itu muncul untuk 
menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab 
permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.  
Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab 
permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua 
unsur. Pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah 
baru yang belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah bayi 
tabung.18 Kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum 
                                                        
16Muhammad Aly al-Sa>yis, Ta>ri>kh al-Fiqh al-Isla>my, h.  80- 82 
17Ibid., h. 111-113. 
18Umumnya para ulama berpendapat bahwa bayi tabung dalam Islam 
dibolehkan selama pembuahan itu dilakukan dengan mempertemukan 
sperma seorang suami dengan ovum istrinya, karena Islam sangat 
mengutamakan kesucian dan kejelasan keturunan untuk manusia. 
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baru bagi suatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya, 
tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan 
manusia masa sekarang. Yang dimaksud dengan “tidak sesuai 
dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang” 
adalah ketentuan hukum lama yang merupakan hasil ijtihad 
para ulama terdahulu sudah tidak mampu lagi merealisasi 
kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat masa kini. Untuk itu 
perlu ditetapkan ketentuan hukum baru yang lebih mampu 
merealisasi kemaslahatan umat yang merupakan tujuan syariah 
dengan mempertimbangkan pengetahuan baru yang 
ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
modern, contohnya ketentuan hukum Islam mengenai 
pemimpin wanita. Ijtihad ulama sekarang ini telah 
membolehkan wanita menjadi pemimpin atau kepala negara, 
padahal ijtihad lama menetapkan bahwa wanita tidak boleh 
menjadi pemimpin atau kepala negara. 
Jadi pembaharuan hukum Islam berarti gerakan ijtihad 
untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab 
permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik 
menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk 
menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi 
dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. 
Yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini adalah 
ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil 
ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori 
syariah. 
Pembaharuan itu dapat terjadi dalam tiga bentuk atau 
tiga kondisi, yaitu: 
a. Bila hasil ijtihad lama merupakan salah satu dari sekian 
kebolehjadian yang dikandung oleh suatu teks al-Qur’an 
dan hadis, maka pembaharuan dilakukan dengan 
mengangkat pula kebolehjadian yang lain yang terkandung 
dalam ayat atau hadis tersebut. Contoh, jumhur ulama telah 
menetapkan tujuh macam kekayaan yang wajib zakat, yaitu 
emas dan perak, tanam-tanaman, buah-buahan, barang-
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barang peninggalan orang dahulu yang ditemukan waktu 
digali.19 Ketujuh macam kekayaan yang ditetapkan wajib 
zakat itu berkisar dalam ruang lingkup kebolehjadian arti. 
  ٢٠  اْالَرضِ من لَكُم رجناأَخ ومما كَسْيتم ما طَيِبات ِمن
sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 
apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. 
Pendapat yang menetapkan penghasilan yang datang 
dari jasa dikenakan zakat, sebagai makna telah dijelaskan, 
juga tetap berkisar dalam ruang lingkup kebolehjadian arti 
teks al-Qur’an di atas.  
b. Bila hasil ijtihad lama didasarkan atas ‘urf setempat, 
sedangkan ‘urf tersebut sudah berubah, maka hasil ijtihad 
lama itupun dapat diubah dengan menetapkan hasil ijtihad 
baru yang berdasarkan kepada ‘urf  setempat yang telah 
berubah itu. Contohnya hasil ijtihad mengenai kepala 
negara wanita. Hasil ijtihad ulama terdahulu menetapkam 
wanita tidak boleh menjadi kepala negara, sesuai dengan 
‘urf  masyarakat Islam masa itu yang tidak bisa menerima 
wanita sebagai kepala negara. Dengan berkembangnya 
paham emansipasi wanita, ‘urf masyarakat Islam sekarang 
sudah berubah, mereka sudah dapat menerima wanita 
sebagai kepala negara. Hasil ijtihad ulamapun sudah dapat 
berubah dan sudah menetapkan bahwa wanita boleh 
menjadi kepala negara.  
c. Bila hasil ijtihad lama ditetapkan dengan qiyas, maka 
pembaharuan dapat dilakukan dengan meninjau kembali 
hasil-hasil ijtihad atau ketentuan-ketentuan hukum yang 
ditetapkan dengan qiyas dengan menggunakan istih}sa>n. 
Sebagaimana diketahui, penetapan hukum dengan istih}sa>n 
merupakan suatu jalan keluar dari kekakuan hukum yang 
dihasilkan oleh qiyas dan metode-metode istinba>t} hukum 
yang lain. Contoh hasil ijtihad tentang larangan masuk 
masjid bagi orang haid yang diqiyaskan kepada orang junub 
                                                        
19‘Abd al-Rah}ma>n al-Jaza>iryy, Kita>b al-Fi>qh ‘ala> Madha>hib  al-Arba’ah, juz 
II  (Istambul: Da>r al-Fikr, 1977), h. 596. 
20QS.  Al-Baqarah (2): 267. 
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karena sama-sama h}adath besar. Ada ulama yang merasa 
qiyas di atas kurang tepat karena ada unsur lain yang 
membedakan haid dengan junub, walaupun keduanya 
sama-sama h}adath besar. 
Agar ajaran Islam selalu mampu menghadapi 
perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan zaman, 
maka hukum Islam perlu dikembangkan, dan pemahaman 
terhadap Islam perlu terus-menerus diperbaharui dengan 
memberikan penafsiran-penafsiran baru terhadap nas}s} shar’iy 
dengan cara menggali kemungkinan-kemungkinan lain atau 
alternatif-alternatif dalam syariah yang diyakini mengandung 
alternatf-alternatif yang bisa diangkat dalam menjawab masalah-
masalah baru. Jadi pembaharuan hukum Islam dimaksudkan 
agar hukum Islam selalu mampu merealisasi tujuan syariah 
semaksimal mungkin. Yaitu mampu merealisasi kemaslahatan 
hidup manusia di dunia dan di akhirat. Pembaharuan hukum 
Islam dimaksudkan agar hukum Islam tidak ketinggalan zaman 
dan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi 
masyarakat. 
 
C. Ijtihad sebagai Sarana Pembaharuan  Hukum Islam 
  
1. Pengertian Ijtihad 
 
 Ijtihad menurut bahasa berarti bersungguh-sungguh 
menggunakan tenaga dan pikiran. Sedangkan menurut istilah 
terdapat macam-macam redaksi yang diberikan oleh para ulama 
terhadap definisi ijtihad ini. Menurut Ibn al-Humam, ijtihad 
adalah: 
   ٢١   ٍظَنىٍ عى شر حكْمٍ صيلِتح في الْفَقيه من الطَّاقَة بذْلُ
Pengerahan kemampuan ahli fikih untuk menemukan hukum 
syariah yang bersifat z}anny. 
Sedangkan menurut Abu> Zahrah 
                                                        
21Ibn al-Human, al-Tah}ri>r (Beirut: Mus}t}afa> al-Ba>bi al-H}alaby wa  
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 ٢٢   التفْصيِلّيِة أَدلّتها من اْلعملية الْاَحكَامِ استنباط في وسعه اْلفَقيه َبذْلُ
Pengerahan kemampuan ahli fikih dalam mengistinba>t}hkan 
hukum amaliah dari dalil-dalilnya yang terinci.” 
 ٢٣    اْلاْستنباط ٍبطَرِيقِ عملى شرعى حكْمٍ نيلِ في اْلوسعِ َبذْلُ
Pengerahan kemampuan dalam memperoleh hukum syariah 
yang amaliah dengan cara melakukan istnbath.” 
Ketiga definisi ijtihad di atas diberikan oleh para ulama 
usul fikih. Pengetian ijtihad menurut mereka terbatas pada 
usaha para faqi>h untuk menetapkan hukum fikih. Padahal, 
ijtihad itu tidak terbatas hanya dalam masalah fikih tetapi 
mencakup semua ajaran atau aspek Islam yang lain.24 Karena 
ijtihad sebenarnya mengandung arti yang luas, yaitu 
sebagaimana disebutkan oleh Muh}ammad Mu>sa> Tiwana 
meliputi tiga macam: 
                                                        
22Muh}ammad Abu> Zahrah, Us}u>l al-Fiqh, h. 379.  
23Muh}ammad al-Shaukany, Irsha>d al-Fuh}u>l (Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th 
al-‘Araby, tt.),  h. 250.  
24Pada umumnya penulis Muslim membagi ajaran atau aspek Islam 
kepada tiga kelompok, yaitu: akidah, syariah dan akhlak. Akidah adalah 
aspek Islam yang mengatur tentang tata kepercayaan dalam Islam. Syariah 
terbagi  ke dalam dua bagian: ibadah dan muamalah; ibadah adalah aspek 
Islam yang mengatur tentang tata cara manusia berhubungandengan Tuhan, 
sedangkan muamalah adalah aspek Islam yang mengatur bagaimana 
manusia berhubungan dengan sesamanya dan dengan makhluk-makhluk 
lainnya. Adapun akhlak adalah aspek Islam yang mengatur tentang tata 
prilaku manusia, yang baik dan yang buruk, baik yang menyangkut dirinya 
sendiri, dengan orang lain, dengan makhluk lain, dan dengan Tuhannya. 
Untuk amtihalah ini lihat misalnya Mah}mu>d Shalt}u >t, al-Isla>m: ‘Aqidah wa 
Shari>‘ah (Mesir: Da>r al-Fikr al-‘Araby, tt.), h. 23; Abu> Bakr al-Jazi>ry, Minha>j al-
Muslim (Mesir: Da>r al-Fikr,  1976), h. 43. Akan tetapi, pengelompokan ajaran 
atau aspek Islam yang terbatas pada tiga bidang di atas sudah mulai 
ditinggalkan oleh penulis-penulis modern, dengan melihat Islam dalam 
cakupan yang lebih luas. Harun Nasution, misalnya, merinci Islam ke dalam 
aspek-aspek berikut: teologi, ibadah, moral, mistisisme, filsafat, hukum, 
sejarah, kebudayan, pembaharuan dalam Isalam, dan politik, lihat: Harun 
Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Memang, pembagian yang 
terakhir ini terkesan lebih realistis, di samping juga lebih bisa 
menggambarkan Islam secara utuh dan komprehensif. Untuk perbandingan 
lihat juga Philip K. Hitti, Islam a Way of Life (London: University of Minnesota 
Press,  1970), h. 35 
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a. Ijtihad dalam menjelaskan nas}s} dan menafsirkannya. 
b. Itihad menggunakan qiyas kepada sesuatu yang telah 
ditegaskan oleh nas}s} atau hukum yang telah disepakati. 
c. Ijtihad dalam bentuk penggunaan ra’y.25 
Oleh karena itu, definisi ijtihad seperti yang 
dirumuskan oleh Mahmasani terasa lebih tepat dan sesuai 
dengan kenyataan. Sebab al-Qur’an dan hadis juga meliputi 
aspek-aspek Islam yang lain (selain fikih), dan teks al-Qur’an 
dan hadis dalam aspek-aspek tersebut juga ada yang perlu 
dipahami dengan menggunakan ijtihad, baik dalam bentuk 
penjelasan dan penafsiran maupun dengan ijtihad dalam 
bentuk penggunaan ra’y. Adapun definisi ijtihad menurut 
Mahmasani ialah upaya yang sungguh-sungguh untuk 
memahami dan menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam (al-
Qur’an dan hadis).26  
 
2. Ijtihad Sebagai Sarana Pembaharuan Hukum Islam 
 
Ijtihad menurut al-’Umary, merupakan suatu kegiatan 
ilmiah untuk menjelaskan ilmiah untuk menjelaskan dasar-
dasar syariah Islam. Ijtihad merupakan sarana untuk menggali 
peradaban Islam dan merupakan salah satu cara menjaga agar 
Islam sesuai dengan semua tempat dan zaman. Ijtihad pulalah 
yang dapat menjelaskan hikmah datangnya nas}s}-nas }s} dengan 
kaidah-kaidah yang universal yang dapat menjadikannya 
hidup dan elastis serta dapat memenuhi kebutuhan manusia.27  
Oleh karena itu, al-Qur’an memberikan kedudukan 
yang tinggi kepada para ulama, cendekiawan dan ahli istinba>t} 
serta memerintahkan manusia untuk merujuk kepada mereka. 
Allah berfirman dalam QS. al-Nisa>’ (4): 59 
  منكُم الْاَمرِ وأُولى الرسولَ واَطيعوا اَهللا اَطيعوا امنوا الّذين اَيها يا
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(nya), dan Ul al-Amr di antara kamu. 
                                                        
25Muh}ammad Mu>sa> Tiwa>na>, al-Ijtiha>d, h. 39 
26Nadiyah Shari>f al-’Umary, al-Ijtiha>d fi> al-Isla>m: Us}u>luh, Ah}ka>muh, Afaquh 
(Mesir: Mu’assasat al-Risa>la>t, 1981), h. 25.   
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Menurut Ibn ‘Abba>s, Muja>hid, dan al-D}ah }h}a>k, yang 
dimaksud dengan uli> al-amr adalah para ulama yang memberi 
fatwa dalam hukum-hukum syariah dan mengajarkan masalah-
masalah agama kepada manusia.28 
Dari uraian di atas jelaslah bahwa ijtihad itu sangat 
diperlukan dalam rangka pengembangan dan pembaharuan 
hukum Islam. Ijtihad merupakan pelaksanaan perintah Tuhan 
untuk memanfaatkan kemampuan akal pikiran guna 
memahami atau mengembangkan hukum Islam. Ijtihad dalam 
bidang hukum Islam berarti memberikan penjelasan dan 
penafsiran agar ajaran-ajaran dasar serta prinsip-prinsip yang 
dibawa oleh nas }s} shar’iy dapat dijalankan oleh umat dalam 
masyarakat. Ijtihad berfungsi menetapkan hukum terhadap 
masalah yang tidak dijelaskan secara nyata oleh nas}s }. Ijtihad 
juga berfungsi memberikan penafsiran dan pemahaman baru 
terhadap nas}s } shar’iy yang memuat dasar-dasar dan prinsip-
prinsip itu agar hukum Islam selalu sesuai dengan 
perkembangan zaman. 
 
D. Konsep Istih}sa >n al-Sha>t}iby 
 
Secara etimologi istih }sa>n adalah menganggap baik,29 
atau meyakini dan menyatakan baiknya sesuatu.30 Tidak 
terdapat perbedaan pendapat ulama usul fikih dalam 
mempergunakan lafaz} istih}sa>n dalam pengertian etimologi.31 
Karena lafaz} yang seakar dengan istih}sa>n banyak dijumpai 
dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw, misalnya dalam 
QS. al-Zumar (39): 18.  
Secara terminologi Imam al-Sha >t}iby mendefinisikan 
konsep istih}sa>n dengan: 
                                                        
28Al-Fakhr al-Ra>zy, al-Tafsi>r al-Kabi>r, juz 10 (Beirut: Da>r al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, tt.), h. 144. 
29Al-Sha>fi’iy, al-Risa>lah , h. 245 
30 Nasrun Harun, Usul Fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h.102.  
31Lihat al-Sarakhshy, Us}u>l al-Sharakhshy (Beirut: Da>r al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1993),h. 200, dan Saif al-Di>n al-A<midy, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, 
jilid III (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1983), h. 126. 
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  ٣٢كُلّيٍ دليلٍ ُمقَابلة ىف جزئية ِمبصلَحة َالْاَخذُ
Memberlakukan kemaslahahan juz’iyyah ketika berhadapan 
dengan kaidah umum. 
Kemudian ia menambahkan bahwa hakekat istih}sa>n 
adalah mendahulukan mas}lah }ah mursalah dari qiya>s. Artinya 
apabila terdapat benturan antara qiya>s dengan mas}lah }ah 
mursalah, maka yang diambil adalah mas}lah }ah mursalah, 
sedangkan qiya>s di tinggalkan. Jadi istih }sa>n menurut al-Sha >t}iby 
merupakan pengecualian dari dalil umum. Karena apabila qiya>s 
tetap digunakan maka tujuan syariah dalam pensyariatan 
hukum tidak tercapai. Oleh karena itu, bagi al-Sha >t}iby teori 
istih }sa>n merupakan salah satu teori dalam mencapai 
kemaslahatan yang merupakan tujuan syariah dalam 
menetapkan hukum, dan menolak bahaya-bahaya secara 
khusus, sebab dalil umum menghendaki di cegahnya bahaya 
itu. Karena kalau tetap di pertahankan asal dalil umum, maka 
akan mengakibatkan tidak tercapainya yang dikehendaki oleh 
dalil umum. Padahal tujuan tersebut harus terlaksana 
seoptimal mungkin. 
Dalil umum melarang melihat aurat seseorang. Akan 
tetapi bila dalil umum tetap diberlakukan sampai melarang 
melihat aurat seseorang dalam pengobatan, maka hal itu akan 
mengakibatkan hilangnya mas}lah }ah yang ingin diwujudkan 
oleh dalil tersebut, karena dalil umum itu ingin memelihara 
kemaslahatan tah}si>niyyah (pelengkap).33 Larangan melihat 
dalam pengobatan menghilangkan kemaslahatan yang pokok 
(d}aru >riyyah), karena dengan tidak mengadakan pengobatan, 
akan mengakibatkan kematian atu hilangnya salah satu 
anggota badan, atau hilang manfaatnya. Dasar memelihara jiwa 
adalah pokok, sedangkan memelihara pandangan adalah 
                                                        
32Al-Sha>t}iby, al-Muwa>faqa>t, jilid I dan IV, h. 27 dan h. 562. Lihat juga  al-
Sha>t}iby, al-I’tis}a>m, h. 639. 
33Kemaslahahan tah}si>niyyah secara bebas dapat diartikan dengan 
kemaslahatan pelengkap dalam bahasa Indonesia. Kemasalahatan-
kemaslahatan manusia dalam hidup ini terdiri atas da>ru>riyyah (pokok), 
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pelengkap bagi yang pokok, maka pelengkap itu tidak perlu di 
pertahankan. 
Dalam kasus pemandian umum, menurut ketentuan 
kaidah umum, jasa pemandian umum itu harus jelas, yaitu 
berapa lama seorang mandi dan berapa jumlah air yang 
dipakai. Akan tetapi apabila kaidah itu dilakukan akan 
menyulitkan orang banyak. Oleh sebab itu, para ulama 
sepakat menyatakan bahwa boleh mempergunakan jasa 
pemandian umum, sekalipun tanpa menentukan jumlah air 
dan lama waktu yang dipakai demi terwujudnya 
kemasalahatan. 
Al-Sha >t}iby selanjutnya mengatakan bahwa istih}sa>n tidak 
semata-mata didasarkan pada logika dan hawa nafsu, tetapi 
didasarkan pada dalil yang lebih kuat. Dalil yang 
menyebabkan  pemalingan ini adalah nas}s} (ayat atau hadis), 
ijma‘ ‘urf, (adat kebiasaan yang berlaku umum) dan ada 
kalanya melalui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan 
menghilangkan kesulitan (raf’ al-h}araj). Dengan demikian 
menurut al-Sha >t}iby, kaidah istih}sa>n merupakan penerapan 
kaidah mas}lah }ah yang di dukung oleh syariah melalui induksi 
sejumlah nas}s}. Bukan oleh nas}s} yang parsial. 
Jadi penetapan melalui istih}sa>n adalah menetapkan 
hukum sesuai dengan kehendak syariah yang diketahui secara 
utuh dalam contoh-contoh ketetapan syariah. Seperti masalah-
masalah yang oleh qiyas dikehendaki suatu hukum, akan tetapi 
bila masalah ini ditetapkan hukumnya dengan qiyas akan 
mengakibatkan lenyapnya mas}lah }ah dari sudut lain atau 
mengakibatkan timbulnya kerusakan. Hal ini banyak terjadi 
pada hukum asal yang d}aru >riyyah dengan h}a>jiyah dan h}a>jiyyah 
dengan tah}si >niyyah.34 Memperlakukan qiyas secara mutlak 
dalam masalah d}aru>riyyah mengakibatkan timbulnya kesulitan 
dan kesukaran pada beberapa masalah. Maka dalam hal-hal 
yang menimbulkan kesukaran tidak diterapkan qiyas, 
demikian juga dengan h}a>jiyyah dan tah}si>niyyah. 
   
                                                        
34Al-Sha>t}iby, al-Muwa>faqa>t, juz IV, h. 562. 
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E. Relevansi Konsep Istih}sa >n al-Sha>t}iby > dengan 
Pembaharuan Hukum Islam 
 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
sebagaimana telah disebutkan, menimbulkan perkembangan 
baru dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang 
hukum Islam. Dengan demikian, perkembangan baru 
merupakan akibat wajar dari perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang mendapat tempat terhormat dalam Islam. 
Seiring dengan itu, agar hukum Islam mampu menjawab 
perkembangan baru yang timbul dalam masyarakat teknologi, 
maka perkembangan baru itu juga harus dijadikan 
pertimbangan dalam penetapan hukum. 
Islam memuliakan dan menghormati manusia sejak 
lahir sampai meninggal dunia. Dan anggota badan manusia itu 
merupakan pemberian atau anugerah Allah kepada manusia 
agar mereka dapat merealisasi tuntutan-Nya dengan sempurna, 
yaitu tuntutan untuk mengabdi kepada-Nya. Oleh sebab itu, 
Islam melarang memotong dan mengambil anggota badan 
manusia tersebut, miskipun ia sudah meninggal dunia35. Hadis 
Nabi saw berbunyi:  
نئشةَ ععا يع اُهللا صلّى اِهللا رسولَ اَنّ عنها اُهللا رضليه قال وسلّم :ركَس 
  ٣٦ ) داود ابو رواه(  حيا كَكَسرِه اْملَيت عظْمِ
Dari A <isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, 
“Memecahkan tulang orang mati sama hukumnya dengan 
memecahkan tulangnya ketika masih hidup.” 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 
bidang kedokteran telah memungkinkan dilakukan 
pencangkokan kornea mata. Sehubungan dengan itu, 
bagaimana pandangan Islam terhadap pencangkokan kornea 
mata si mayat kepada orang buta yang sangat membutuhkanya 
agar bisa melihat seperti orang normal lainnya? Apakah dalam 
hal ini Islam menutup mata terhadap perkembangan baru itu? 
                                                        
35Ibid., h. 262. Lihat juga Nu>r al-Di>n ‘At}r, Dira>sa >t Tat}bi>qiyyah fi> al-H{adi>th 
al-Nabawy (Beirut:  Da>r al-Kita>b,1975), h.103. 
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Pada dasarnya, memuliakan anggota badan si mayit 
merupakan masalah tah}si >niyyah yang tidak perlu 
dipertahankan, bila dengan mempertahankan masalah 
tah}si >niyyah  itu dapat menyebabkan  lenyapnya mas }lah }ah yang 
lebih utama dari padanya yaitu mas}lah }ah h}a>jiyyah atau 
d}aru >riyyah. Sedangkan pembolehan pencangkokan kornea mata 
si mayat kepada orang buta bertujuan untuk memelihara 
masalah  h}a>jiyyah. Dengan demikian, larangan memotong dan 
mengambil anggota badan si mayit dikalahkan oleh 
kepentingan lain yang lebih besar, yaitu kemaslahatan orang-
orang yang masih hidup yang sangat memerlukan kornea mata 
agar mereka bisa hidup sempurna dan dapat menjalankan 
tugasnya dengan baik sebagai khalifah di muka bumi. 
Khalifah kedua, ‘Umar ibn al-Khat }t}a>b, mencambuk 
orang yang minum khamr 80 kali padahal nabi Muh}ammad 
saw mencambuk orang yang minum khamr hanya 40 kali. 
‘Umar mengubah ketentuan cambuk terhadap orang yang 
minum khamr menjadi 80 kali karena menurutnya ketentuan 
cambuk 40 kali pada masa itu tidak mampu mencegah orang 
dari perbuatan itu.37 Sikap ‘Umar ini tidak berarti menentang 
hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi, akan tetapi ia sengaja 
mencari hukum yang mampu merealisasi al-mas }lah }ah yang 
merupakan maqa>s }id al-syariah yang dalam hal ini berarti 
memelihara akal manusia. 
Pada masa Nabi azan Jum’at dilakukan satu kali saja. 
‘Uthma>n ibn ‘Affa>n, khalifah ketiga, melakukan azan Jum’at 
dua kali. Ada perkembangan baru yang dijadikan 
pertimbangan hukum oleh ‘Uthma>n, yaitu pada masanya umat 
Islam sudah demikian banyak dan tinggal berjauhan dengan 
masjid. Dengan azan dua kali mas}lah }ah yang dituju oleh azan, 
yaitu memberitahukan atau memanggil orang untuk shalat 
dapat terealisasi38. 
Pada zaman nabi jika terjadi kasus dan dibawa 
kehadapan Rasul Allah, maka sang pendakwa (mudda’iy) harus 
                                                        
37Ibn Taimiyyah, al-Siya>sah al-Shar’iyyah fi> Is}la>h} al-Ra>‘iy wa al-Ra’iyyah 
(Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.), h. 114. 
38Ibid., h.10-112. 
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membuktikan bahwa orang yang didakwah benar-benar 
bersalah, sedangkan orang yang terdakwah, jika dia merasa 
tidak bersalah hanya mengelak dengan yamin (sumpah). Hal itu 
dapat dilihat dalam hadis Nabi saw yang berbunyi : 
نتيي َاْلَبعدلْمل نيمعلَى والَي نم كَر٣٩اَن  
Bukti itu di wajibkan terhadap mudda’iy dan sumpah terhadap 
orang yang ingkar. 
Menurut penulis, Rasulullah menerapkan sistem seperti 
itu karena orang dulu jujur-jujur, dan dengan sumpah saja 
orang sudah sangat takut, karena melihat ada akhirat setelah 
dunia dan benar-benar dipraktekkan keyakinan tersebut. Tetapi 
pada era modern seperti ini, banyak orang mempermainkan 
sumpah, dan tidak takut dengan sumpah yang di ucapkannya, 
sehingga sistem pembuktian yang diterapkan pada zaman 
Rasulullah perlu ada pembaharuan. Karena kalau sistem itu 
masih tetap seperti itu, banyak koruptor-koruptor yang lepas, 
sehingga banyak masyarakat yang dirugikan. 
Dengan berpatokan pada konsep istih}sa>n yang telah 
diformulasikan oleh al-Sha>t}iby >, maka perlu adanya sistem 
pembuktian terbalik, yaitu sang  mudda’iy membuktikan bahwa 
sang terdakwa benar-benar bersalah dan mudda’a> ‘alaih 
(terdakwah) selain bersumpah bahwa dirinya tidak bersalah, ia 
juga membuktikan dengan bukti-bukti nyata bahwa dirinya 
tidak bersalah. Sebagai contoh kalau ada seseorang yang 
dituduh bahwa harta yang dimilikinya adalah hasil dari 
korupsi, maka ia harus membuktikan bahwa harta yang 
dimilikinya benar-benar tidak dari hasil korupsi. Dengan 
demikian kalau sistem pembuktian sudah seperti itu, maka 
akan membantu terealisasinya mas }lah }ah dalam kehidupan 
sehari-hari. 
Bila hukum Islam tidak dikembangkan dan tidak 
diperbaharui, maka akan ketinggalan zaman, tidak sesuai 
dengan kehidupan masyarakat modern. Kalau hukum Islam 
tidak diperbaharui, maka akan ditinggalakan masyarakat, 
karena dianggap tidak mampu menjawab permasalahan yang 
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dihadapi masyarakat. Jika hal ini terjadi, berarti hukum Islam 
tidak mampu menjamin kemaslahatan hidup bagi manusia 
dan tidak mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. 
Dengan demikian, pembaharuan hukum Islam sebenarnya 
adalah tuntutan dari hukum Islam itu sendiri sebagai rahmat 
bagi sekalian alam di setiap waktu dan tempat. Karena hukum 
Islam memang diciptakan untuk merealisasi kemaslahatan 
umat dan untuk menjamin kebahagiaan mereka di dunia dan 
di akhirat.40 
Konsep istih}sa>n al-Sha >t}iby yang lebih mendahulukan 
dalil juz’iy yang mengandung mas}lah }ah dari pada qiyas atau 
dalil umum sebagai salah satu metode yang  sesuai dengan 
prinsip-prinsip dasar al-Qur’an dan al-Sunnah yang lebih 
menekankan terhadap terealisasinya kemaslahatan dunia dan 
akherat.  
Dengan demikian, konsep istih}sa>n al-Sha >t}iby sangat 
relevan dengan pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan 
hukum Islam bertujuan untuk memelihara maqa>s }id al-shari >’ah, 
dengan menghasilkan ketentuan-ketentuan hukum yang 
mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru 
yang di timbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi modern. Sedangkan konsep istih}sa>nnya al-Sha >t}iby 
adalah suatu metode istinba>t}  hukum yang sangat 
mementingkan pemeliharaan tujuan syariah (maqa>s }id al-
shari >’ah).  
Jadi konsep istih}sa>n nya al-Sha >t}iby merupakan suatu 
metode istinba>t} hukum yang sangat relevan dengan 
pembaharuan hukum Islam. Relevansinya itu terletak pada segi 
maqa>s }id al-shari >’ah (tujuan syariah), yaitu pembaharuan hukum 
Islam bertujuan untuk merealisasi dan memelihara 
kemaslahatan umat manusia semaksimal mungkin yang 
merupakan maqa>s }id al-shari >’ah. Sedangkan konsep istih}sa>nnya 
al-Sha >t}iby merupakan salah satu metode istinba>t} hukum yang 
                                                        
40Kesimpulan ini dapat di tarik secara induksi dari kumpulan ayat-ayat 
al-Qur’an. Yaitu, dari QS. Al-Baqarah (2): 179, 185, dan 219, dan QS. Al-
Ma>idah (5): 91. Lihat Sa’i>d Ramad}a>n al-Bu>ty, D}awa >bit al-Mas}lah}ah fi> al-Shari>‘ah 
al-Isla>miyyah (Beirut: Da>r al-Fikr, tt.), h. 77. 
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sangat mengutamakan maqa>s }id al-syariah dan selalu berusaha 
merealisasi serta memelihara maqa>s }id al-shari >’ah itu. Suatu 
ketentuan hukum yang dihasilkan dengan metode qiyas (dalil 
umum) ditinggalkan oleh para mujtahid apabila menurut 
mereka ketentuan hukum tersebut tidak mampu merealisasi 
maqa>s }id al-shari >’ah. Mereka berpaling kepada ketentuan hukum 
lain yang di hasilkan oleh istih}sa>n, karena ketentuan hukum 
yang dihasilkan oleh istih}sa>n lebih mampu merealisasi maqa>s }id 




Konsep istih }sa >n al-Sha >t }iby mempunyai relevansi 
dengan pembaharuan hukum Islam. Relevansinya terletak 
pada segi maqa >s }id al-shari >’ah (tujuan syariah), yaitu 
pembaharuan hukum Islam bertujuan untuk merealisasi dan 
memelihara kemaslahatan umat manusia semaksimal 
mungkin yang merupakan maqa >s }id al-shari >’ah, sedangkan 
istih }sa >nnya  al-Sha >t }iby merupakan salah satu metode istinba >t } 
hukum yang sangat mengutamakan maqa >s }id al-shari >’ah dan 
selalu berusaha merealisasikan serta memelihara maqa >s }id al-
shari’ah tersebut. Ini bisa dibuktikan bahwa konsep 
istih }sa >nnya al-Sha >t}iby > lebih mendahulukan mas }lah }ah juz’i >yah 
yang lebih mampu merealisasi maqa >s }id al-shari >’ah daripada 
melaksanakan dalil umum atau qiyas yang jika di terapkan 
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